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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 
Tahun 2013 mengatur tentang PKL dan berdampak signifikan terhadap sektor 
secara keseluruhan yang menjadi fokus penelitian ini. Cara Pemerintah Kabupaten 
Gresik memindahkan pedagang kaki lima dan cara Satpol PP menegakkan 
kewenangannya terhadap pedagang kaki lima menjadi topik utama penelitian ini. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan 
analisis deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari perundang-undangan, 
studi kepustakaan, dan pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan; 
1.Belum terlaksananya proses relokasi PKL secara tuntas sesuai Perda Kabupaten 
Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Hal ini 
terlihat dari permasalahan yang sedang berlangsung dalam implementasi 
peraturan tersebut. Meskipun Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerapkan 
beberapa bentuk relokasi, sebagian besar pedagang kaki lima masih lebih memilih 
untuk berjualan di tempat-tempat umum yang dianggap lebih strategis. Dari aspek 
penyediaan tempat relokasi untuk PKL tergolong masih kurang, karena jumlah 
tempat relokasi yang disediakan tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah 
Pedagang Kaki Lima, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap operasional 
dan pengembangan lokasi Kawasan Sentra Kuliner juga mengakibatkan 
banyaknya pedagang yang meninggalkan tempat relokasi dan memilih kembali 
berjualan dijalan. 2.Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang 
bertugas menertibkan PKL secara tegas mematuhi Peraturan Bupati Nomor 22 
Tahun 2013 yang mengatur tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja. Dalam kewenangannya Satpol PP mengambil tindakan non-
yustisial untuk menangani masyarakat yang melanggar hukum. Satpol PP 
berpatroli tiga kali sehari: pagi, siang, dan malam dalam menegakkan Perda 
Kabupaten Gresik. Anggota Satpol PP dipecah menjadi beberapa regu untuk 
melakukan penertiban di beberapa titik rawan yang sering didatangi pedagang 
kaki lima. Satpol PP menggunakan bujukan dan sikap welas asih untuk 
mengendalikan pedagang kaki lima. Satpol PP berupaya keras untuk 
mengendalikan pedagang kaki lima, baik yang berada dalam lingkup mereka 
maupun yang diharapkan dari mereka. Namun fakta yang terjadi di lapangan 
justru lain, ketika Satpol PP selesai melakukan patroli, PKL yang sebelumnya 
telah ditertibkan malah kembali berjualan lagi ditempat yang tidak diperbolehkan 
untuk berjualan. Alih-alih menurun dari waktu ke waktu, jumlah pedagang kaki 
lima justru meningkat secara signifikan.  

 

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Relokasi, Penertiban 
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ABSTRACT 

This study discusses the Regional Regulation of Gresik Regency Number 7 of 
2013 which regulates street vendors and has a significant impact on the sector as 
a whole which is the focus of this research. The way the Gresik Regency 
Government moves street vendors and the way the Satpol PP enforces its 
authority over street vendors are the main topics of this research. This study uses 
normative legal research methods by conducting descriptive analysis. The data 
used are sourced from legislation, literature studies, and the opinions of scholars. 
The results of this study indicate; 1. The PKL relocation process has not yet been 
completed in accordance with the Gresik Regency Regional Regulation Number 7 
of 2013 concerning the Arrangement and Empowerment of PKL. This can be seen 
from the ongoing problems in the implementation of these regulations. Although 
the Gresik Regency Government has implemented several forms of relocation, 
most street vendors still prefer to sell in public places that are considered more 
strategic. From the aspect of providing relocation places for street vendors, it is 
still lacking, because the number of relocation places provided is not matched by 
the large number of street vendors, the lack of attention from the government on 
the operation and development of the Culinary Center Area location has also 
resulted in many traders leaving the relocation site and choosing to return to 
selling. on the road. 2. Members of the Gresik Regency Civil Service Police Unit 
in charge of controlling street vendors strictly comply with Regent Regulation No. 
22 of 2013 which regulates the Details of Duties, Functions and Work Procedures 
of the Civil Service Police Unit. Within its authority, Satpol PP takes non-judicial 
actions to deal with people who violate the law. The Satpol PP patrols three times 
a day: morning, afternoon, and evening in enforcing the Gresik Regency Perda. 
The members of the Satpol PP are divided into several teams to carry out control 
at several vulnerable points that are often visited by street vendors. Satpol PP 
uses persuasion and compassion to control street vendors. Satpol PP strives to 
control street vendors, both within their scope and what is expected of them. 
However, the facts on the ground are quite different, when the Satpol PP finishes 
patrolling, the street vendors who have previously been brought under control 
have returned to selling again in places that are not allowed to sell. Instead of 
decreasing from time to time, the number of street vendors has actually increased 
significantly. 
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